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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH KINERJA DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI 

TAHUN ANGGARAN 2021  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi 

dan mutu sekolah, dan untuk membantu pembiayaan 

kegiatan operasional sekolah di daerah khusus yang 

belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah 

reguler, perlu memberikan dana bantuan operasional 

sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah 

afirmasi; 

b. bahwa agar penyaluran dana bantuan operasional 

sekolah kinerja dan dana bantuan operasional sekolah 

afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai 

dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu pengaturan 

mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah kinerja dan bantuan operasional 

sekolah afirmasi; 
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c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional 

Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah 

Kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja 

dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun 

Anggaran 2021; 

 

Mengingat :   1.     Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 

6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian 

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 

Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 105); 
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7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 124); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN   MENTERI   PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

KINERJA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 

disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan 

terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi 

satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai 

pelaksana program wajib belajar dan dapat 

dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan 

untuk membantu kebutuhan belanja operasional 

seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah. 
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3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang 

selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah program 

Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja 

baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang 

ditetapkan oleh Kementerian. 

4. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang 

selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program 

pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah 

Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. 

5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar. 

6. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat 

SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar. 

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 

SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar. 

8. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya 

disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

khusus pada jenjang pendidikan dasar. 

9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan menengah. 

10. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya 

disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

khusus pada jenjang pendidikan menengah. 

11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 

SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
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yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 

jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. 

12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB 

adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang 

terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan 

dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu 

manajemen pengelolaan. 

13. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh 

Kementerian sebagai pelaksana program sekolah 

penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi 

peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong 

perwujudan profil pelajar Pancasila. 

14. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang 

selanjutnya disebut SMK Pusat Keunggulan adalah 

sekolah menengah kejuruan yang ditetapkan oleh 

Kementerian sebagai pelaksana program sekolah 

menengah kejuruan pusat keunggulan yang berfokus 

pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan 

kinerja dengan bidang prioritas yang diperkuat dengan 

kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja serta 

menjadi rujukan bagi SMK lainnya. 

15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

16. Daerah Khusus adalah adalah daerah yang terpencil 

atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat 

adat yang terpencil daerah perbatasan dengan negara 

lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana 

sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat 

lain. 

17. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 
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